Pendapatan Asli Daerah- PAD Bone Disorot KPK, Legislator Desak Kepala OPD
Tak Capai Target Mundur
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Foto: Anggota Komisi | DPRD Bone Fahri Rusli. (Agung Pramono/detikSulsel )
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Legislator Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mundur dari jabatannya jika tidak
mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desakan itu usai KPK
menyoroti postur APBD dan PAD Bone.

"Realisasi PAD kita sangat minim, baru di kisaran 39,50%. Untuk
menormalkan APBD genjot PAD, jadi kepala OPD yang tidak mampu capai
target silakan mundur," ujar Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli
kepada detikSulsel, Rabu (26/4/2024).

Fahri mengatakan, realisasi PAD Bone hingga Juni hanya Rp 113,648 miliar
atau baru 39,50% dari target Rp 287,720 miliar. Dia pun menyebut Pemkab
Bone sebaiknya melakukan evaluasi kepada OPD yang tidak bisa memberikan
sumbangsi dalam PAD. Sebab, pengaruh postur di APBD tahun 2024 ada
masalah diakibatkan perkara piutang di tahun 2023.
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"Harus ada evaluasi kalau PAD tidak capai target. Mending Pemkab fokus
kejar yang namanya PAD, target PAD yang harus coba dinaikkan dan
dimaksimalkan," katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Bone itu menerangkan, APBD Bone tahun 2024 tidak
sehat disebabkan membengkaknya belanja pegawai. Ada kenaikan belanja
pegawai sekitar Rp 200 miliar.

"Yang bermasalah ini belanja pegawai karena adanya penerimaan PPPK,
akhirnya tidak mampu dipenuhi oleh Pemkab Bone. Tahun 2020/2021 belanja
pegawai di angka Rp 1,2 triliun, di tahun 2023/2024 membengkak sekitar Rp
1,4 triliun,"” terangnya.

Di sisi lain, dia menegaskan pokir anggota DPRD tidak menjadi beban dalam
APBD. Apalagi pokir ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Pada dasarnya pokir ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan
melalui reses dan diatur dalam regulasi. Pokir ini yang dijalankan anggota
DPRD untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan tidak mengganggu
postur APBD," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menyoroti postur APBD 2024 Pemkab Bone
yang dinilai tidak sehat hingga realisasi PAD tidak maksimal. Kondisi ini
dianggap berdampak pada kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam
menuntaskan cicilan utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi terintegrasi 2024 wilayah Sulsel di
kantor Bupati Bone, Senin (24/6). Pertemuan itu dihadiri Kasatgas Direktorat
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi
Rochmanto.

"Monitoring evaluasi beberapa hal misalkan kita dorong supaya postur APBD-
nya sehat. Tadi kita sepakat dengan Pj Bupati Bone APBD harus berdampak
kepada masyarakat,” ujar Tri kepada detikSulsel usai pertemuan, Senin
(24/6).

Tri mengatakan, Pemkab Bone maupun DPRD Bone harus bersinergi untuk
menstabilkan postur APBD. Apalagi pemerintah punya beban untuk
menuntaskan utang.
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"Dengan adanya kewajiban yang cukup besar untuk cicilan dana PEN dan PAD
yang belum maksimal sehingga harus sama-sama berpikir. Ya kalau perlu
DPRD-nya puasa dulu tidak ada pokir," tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, Hampir satu semester namun capaian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel)
baru mencapai 32.59 persen.

Kepala Bapenda Maros, Andi Baso Arman mengatakan dari target Rp283
miliar, realisasi hingga bulan ini baru mencapai Rp92 miliar.

Ia menyebutkan, dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD baru
enam berhasil melampaui target 30 persen.

“Bapenda, Perikanan, PUPR, Dinas Kesehatan, DLH dan RSUD dr La Palaloi,”
katanya, Rabu (5/6/2024).

Bapenda targetnya sebesar Rp180 miliar baru mencapai 30,87 persen atau
Rp55 miliar.

Dinas Perikanan ditarget Rp850 juta berhasil mengumpulkan 37,30 persen
atau Rp317 juta.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan ditarget
Rp350 juta berhasil mengumpulkan 39,43 atau Rp138 juta.

Dinas Kesehatan ditarget Rp27 miliar berhasil mengumpulkan 36,35 persen
atau Rp10 miliar.

RSUD dr La Palaloi baru Rp21 miliar atau 39,40 persen dari target Rp54 miliar.
Dinas Lingkungan Hidup Rp52 juta atau 34,93 persen dari target Rp150 juta.
Sementara kata dia masih ada empat OPD belum melampaui target 30 persen.

“Yang belum capai target Dinas Pertanian, Pariwisata, Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan Kopumdag,”
sebutnya.

Kalau Dinas Pertanian baru menghasilkan Rp123 juta atau 20,57 persen dari
target Rp600 juta.

Dinas Pariwisata berhasil mengumpulkan Rp1,7 miliar atau 24,67 persen dari
target Rp7 miliar.
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Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
mengumpulkan Rp2,1 miliar atau 25,23 persen dari target Rp8,5 miliar.

Kemudian Kopumdag Rp766 juta atau 20,99 persen dari target Rp3,6 miliar.

Mantan Kadis Kominfo itu mengatakan kendala dihadapi Dinas Pariwisata
adalah cuaca yang tidak menentu mengakibatkan pengunjung yang datang
berkurang.

“Kalau Dinas Pertanian alsintan nya diperiksa oleh BPK sehingga kurang
maksimal dalam meraih retribusi sewa alsintan," katanya.

Sementara untuk Dinas Penanaman Modal masih kurangwarga yang
mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung.
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Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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